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PUTUSAN
Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Plj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pranap, 12
Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di
KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT,
dengan domisili ekektronik pada alamat email
XXXXXX@gmail.com;

Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 02 Januari
1997,, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP,
bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA,
SUMATERA BARAT,
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023
yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan
(Ecourt) di Kepanitaraan Pengadilan Agama XXXXX XXXXxxX, Nomor
183/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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Dengan duduk perkara sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
Provinsi xxxxxxxx xxxxX, pada tanggal 23 Agustus 2017, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx/009/VIIl/2017, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 23 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Padang
Candi, Kenagarian xxxxxXx XXxxX, Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Provinsi xxxxxxxx Xxxxx selama 3 (tiga) tahun, setelah itu
pindah kediaman ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXX XXXXXX,
Kenagarian xxxxxx xxxxx, Kecamatan Pulau Punjung, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Provinsi XxXxxxxxx Xxxxx sampai berpisah; Bahwa setelah
pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan
dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Jenis
kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Solok, 12 Juni 2018,
Pendidikan tidak sekolah;
3. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2022, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
3.1 Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan
kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah
kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh orang tua Penggugat;
3.2 Orangtua Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menyebabkan sering terjadi

perselisinan dan menimbulkan keributan;

3.3 Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat
sehingga membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap
Tergugat;

3.4 Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan

keluarga dikarenakan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu

diluar;
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3.5 Tergugat dan Penggugat pernah meminjam uang ke suatu
Bank untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun disaat terjadi
pembayaran Tergugat tidak mau membantu sama sekali sehingga
Penggugatlah yang melakukan pembayaran;
4, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari Tahun 2023,
disebabkan calon adik ipar Penggugat bertanya kepada adik sepupu
Penggugat mengenai masalah harga rokok jadi disaat kejadian juga ada
suami dan Penggugat disana, sehingga Penggugat menjawab pertanyaan
dari calon adik ipar Penggugat sehingga jawaban dari Penggugat membuat
Tergugat merasa cemburu sehingga terjadilah pertengkaran antara
Tergugat dan calon adik ipar Penggugat, akibat dari kejadian tersebut
Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah
kembali sampai gugatan ini diajukan;
5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DHARMASRAYA,
Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX XXXX XXXXXX,
Kenagarian xxxxxx xxxxX, Kecamatan Xxxxxx XxXXxxxX, Kabupaten
Dharmasraya, Provinsi XXXXXXXX XXXXX;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-
masing sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau
lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Dberdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat
menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak
dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu
Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, selama
ini berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa pernah terpisah ataupun
dipisahkan dari Penggugat, dan juga sama sekali tidak pernah terlantarkan
oleh Penggugat, sehingga anak-anak tersebut dapat hidup dan tumbuh
secara baik sebagaimana halnya anak-anak lain seusia dengannya dan
kebutuhannya selalu Penggugat penuhi semampu Penggugat;
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9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) biaya pendidikan Rp.
500.000,- (lima ratus ribu) dan kesehatan Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu)sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk
keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu). Oleh
karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan
nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat
sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap
tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f)
PP No0.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh
karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XxXxx
XXXXXXX agar menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama
XXXXX XXXXXXX agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini

serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak

berada di bawah Hadhanah Penggugat;

4, Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 10
(sepuluh) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap

bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan
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sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima)
sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai

ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor
183/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa
perubahan yaitu pencabutan petitum tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak
dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya
gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxx/009/V111/2017 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXX Provinsi XXxXXxxxXx xxxxx, pada tanggal 23 Agustus 2013
yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan
aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 23 Agustus 2013 di KUA XXXXX XXXXXXX  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXX XXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat yang
beralamat di XXXXXX XXXXXX XXXXX, Kenagarian XxXXXX XXXXX,
Kecamatan XXxXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Jenis kelamin perempuan,
Tempat dan tanggal lahir, Solok, 12 Juni 2018;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak sejak Bulan Januari Tahun 2022 sudah tidak rukun lagi dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antata Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
Tergugat mempunyai sifat yang tempramen, sehingga mudah emosi
jika diingatkan atau dinasehati;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah

kediaman bersama,;
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- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi,
dan saling menunaikan tugas selaiknya pasangan suami istri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Tante;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 di KUA
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi XXxxxxxx XXXxXx;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat yang
beralamat di KABUPATEN DHARMASRAYA;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, Jenis kelamin
perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Solok, 12 Juni 2018;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak sejak Bulan Januari Tahun 2022 yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan
selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah
kediaman bersama;

- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;
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- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi,
dan saling menunaikan tugas selaiknya pasangan suami istri;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melalaikan
tanggung jawab sebagai suami dan pernah berkata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 183/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor
183/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan
hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab Majma’ al-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid jilid
IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian
diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

I ol - pllls 565 ails ol ralusall PS> (o pS1> ] (S (po
PURE
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Artinya: “Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang
hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia

adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa sejak sejak Bulan Januari Tahun 2022 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh
Tergugat memiliki sifat yang tempremental, puncak perselisihan dan
pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan
Januari Tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat
itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan
Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta
pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan
Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal
mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah I'anah
al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya sebagai berikut:

0551 Ol bbiny agle sliaall jom sl :cslall Lle slall jlo
a._zyf_).o.]
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Artinya: “Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang
ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki
hujjah/bukti”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2
(SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)
R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
sekitar bulan Januari 2023 yang lalu dan keluarga keduanya telah
mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
pernikahannya telah tercatat pada KUA XXXXX XXXXXXX  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX PTOVINSi XXXXXXXX XXXXX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
sekitar bulan Januari 2023 atau lebih dari lebih dari 6 (enam) bulan
lamanya, Tergugata yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah
diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim
mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum
Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya
setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua),
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan
dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah
antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada
angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat
dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari
keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan
berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri,
salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai
suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya
fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak
sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan

Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama,
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pada angka 1 huruf b), perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling
pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak
lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat
telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan
kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik
antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah
tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula upaya perdamaian
oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah
dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan
Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga
sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan
pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an
surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

g0] 580 530,51 0680l 103 o5 315 001 @dlE 0503

595555 Uplled) Den§ 3 (oo 5] 18805 55 $352 aSills Ji55
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan
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(mafsadat) yang lebih besar daripada kebaikan (maslahat)nya, oleh karena itu
kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang

berbunyi :

axbliaog daumio ol 1518 .wlasll > o Jol auwlaall 55
WL 8umaall g5 a9

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih

kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan
kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan
di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah
mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan
rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif
dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang
sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu
mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat
dalam kitab al-lgna’ Juz 1l halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagap

pendapat Hakim sebagai berikut :

aill o)l ade $lb lgzg i) a> o3l axt, pac sl olg

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang

suami kepada isterinya dengan talak satu’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken
marriage), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga),
oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ahmad
Fathoni, S.H.l. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rada Marsita, SH
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
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Hakim,

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rada Marsita, SH

Perincian Biaya:
. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
. Proses : Rp. 50.000,00
. Panggilan . Rp. 200.000,00
. Redaksi : Rp. 10.000,00
. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

o O w N b~
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